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semua masyarakat, agar menjamin kepastian hukum tentang Hak Kepemilikan yang 

sah. 

  Kurangnya pengetahuan masyarakat biasa (awam) yang menimbulkan pemikiran dan 

pengetahuan yang bisa dibilang jauh dari orang yang sudah mempelajari hukum, 

sehingga perlunya perhatian bagi kita untuk memperhatikan mereka agar pemikiran 

yang mereka fikir selama ini untuk tidak mendaftarkan tanah mereka ke instansi yang 

berwenang itu adalah salah, jadi pentingnya sosialisasi itu kemasyarakat adalah 

penting demi keadilan dan kepastian hukum yang tetap. 
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